
BUF'ATI KATINGAN

PEMTI'RAN BUPATI KATINGAN
NOttoR ;l_ TAHUN 20,,3.

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN R4IPAT

D LING|KIUNGAN F,EMERINTAH KABI,JPIITEN KATINGAN

DIENIGAN RAIFI}IAT TUHAN YANG TIIA}IA ESA

BI,JIPATI KATINGAN

Menimbang : a. Bahlva daram rangka sinergisitas penanganan
pernrasalahan dan paradig;1ma penyelengglraan
tuga:; umum pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan pemerinrtah daerah yang
dilaklsanakan Satuan kerja perangkat darerah dan
Institusi terkait di Linqkungan pemerintah
kabr.rpaten Katingan, perlu nnengatur mekanisme
dan Jredoman pelaksanaan rapat;

b. Bahrrira berdasarkan pertirnhangan sebagaimana
dimalksud pada huruf a,, perlu merietapkan
Peralluran Bupati tentang pedoman pelaksanaan
Rapat di Lingkungan pemerintah kabupaten
Katingan.

MenginEat : 1, undang-undang Nomor g rahun 1gg1 tentang
Hukum Acara Pidana (Lemb,aran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nromor 16, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
32oe);

2. Undarng-Undang Nomor g Tahun 1999 tentang
Perlirrdungan Konsumen (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor 42,
Tamlbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3BZL);

3. Undarng-Undang Nomor 2g Tahun lggg tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan trlepotisme (Lembaran
Negarra Republik Indonesia Tahun 1g9g Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

4. Underng-Undang Nomor 43 Tahun 1g9g tentang
Perubahan Undang-undang Nomor g tahun Lg74
tentang Pokok-Pkok kepegawaian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1gg9 Nomor
L69, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);



5. Undarng-Undang Nomor 5 Tahun ZOOZ tentang
Pemllentukan Kabupaten Katingan, Kabupatei
Seruryan, Kabupaten Sukanraia, Kabupaten
Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabuirutun
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan
Kaburpaten Barito Timur di provinii Kalimantan
Tengah (Lembaran Negarur Republik Indonesia
Tahun 2OA2 Nomor 18, Tambahatr Lembaran
Negara Republik Indonesia f,lomor 4180);
Undang-Undang Nomor 3Ct Tahun 2OOZ tentang
Komlsi Pemberantasan Tirrdak pidana Korupsl
(Lenrbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO,l- Nomor 137, Tambahan Lembararr Negara
Republik Indonesia Nomor .[250);

Und;lng-Undang Nomor 12 Tahun 2}fi tentang
Pembentukan peraturan perundang_Undangai
(Lenrbaran Negara Republik Indoneiia ta6un
2O1lL Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor !;324);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun ZOO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran wegara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125,
Tamtrahan Lembaran Negara Flepublik Inrdonesia
Norror 4437), sebagaimana telah diubah dengan
Undilng-Undang Nomor g Tahun 2005 tentlrrg
Penertapan Peraturan pemerintah pengggantl
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 ientang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahui
2002t tentang pemerintal-ran Daerah menjadi
Undang-Undang ( Lembaran Negara RepuOtit
Indonesia Tahun 2005 Nomor 10g, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
454ti), sebagaimana teli:h diubah dengan
Undi:ng-Undang Nomor 12 Tahun 200g tenting
Perubahan Kedua Atas Undiiing-Undang lUomor 32
Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
(Lenrbaran Negara Repubr,lik Indonesia Tahun
200{3 Nomor 8, Tambaheln Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 41844);

Undang-Undang Nomor 33 Talrun 2004 tentang
Perinrbangan Keuangan antara pemerintah pusal
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun ZOO4 Nomor !26,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Norn,or 47aL);
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2O0g tentang
Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran
Negnra Republik Indonesiar Tahun 2008 Nomor
139, Tambahan Lembari:n Negara Republik
Indornesia Nomor 4899)l

Undang-Undang Nomor 25 Tahun Z00g ,tentang
Pelayanan Publik (Lembanan Negara Republik
Indo,nesia Tahun 2009 Nomor LIZ, Tambahan
Lemtraran Negara Republilk Indonesia Nomor
503{lr);

6.

7.

8.

9.

10.

11.



L2,

13.

L'4

15.

1,5.

L7.

Undiang-Undang Nomor 46 Talrun 2009 tentang
Penqadilan Tindak pidana Korupsi (Lembaran
Negi:ra Republik Indonesia Tahun 2O0g Nomor
155, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5074);

Peraturan Pemerintah Repuirblik Indonesia Nomor
65 l-ahun 1999 tentang Tata Cara pemeriksaan
Kekayaan Penyelenggara Negara (Lembaran
Negilra Republik Indonesia Tahun lggg Nomor
L26, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3836);

Pererrturan Perintah Republik Indonesia Nomor 69
Tahun 1999 tentang Tata Cara pelaksanaan
Pereln Serta Masyarakat darlam penyelenggaraan
Neg;ara Presiden Republik Indonesia (Lembaran
Neg;ara Tahun 1999 Nonnor LZg Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3{166);

Peraturan Pemerintah Norrror 38 tahun ZOOT
tentiang pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pem,r:rintah, Pemerintahan Daerah provlnsi, dan
Pemalrintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun ZOO)I Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor an7);
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Pembagian Urusan Pemerirrtahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan
(Lemrbaran Daerah Kabuparten Katingan Tahun
2008, Nomor 3);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
100 'Iahun 2000 Tentang P,engangkatan pegawai

Nege:ri Sipil Dalam Jabatan Struktural (L,embaran
Negarra Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
196, Tambahan Lembararn Negara Republik
Indonesia Nomor 4078), sebagaimana diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun
2002" (Lembaran Negera Republik Indonesia
Tahun 2OA2 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negerra Republik Indonesia ltlomor 4L94);

Peraturan Daerah Kabupat,r::n l(atingan frlomor 3
Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Yang M,enjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten l(atingan (Lembaran
Daenah Kabupaten Katingan Tahun 200E Nomor
3);
PeralLuran Daerah Kabupatr::n l(atingan Nomor 4
Tahun 2008 tentang Organrisasi dan Terta Kerja
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat lDaerah Kabupaten
Katingan(Lembaran Daerah Kabupaten Katingan
Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan
Nomor 2 tahun 2011 tentang tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekrel[ariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwalcilan Rakyat Daerah
Kabupaten Katingan;

18.

19.



2t).

21.

Peraturan Daerah Kabupatren l(atingan l\omor 4
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewin
Perwakilan Rakyat Daerah K;rbupaten
Katingan(Lembaran Daerah Kabupaten Katingan
Tahun 207L Nomor 2) selragaimana oiubah
denqan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan
Nornor 2 tahun 20LI tentanrg tentang OnganiJasidan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekrr:tariat Dewan perwa[<lilan Rakyat Daerah
Kabrrpaten Katingan;

Peraturan Kabupaten Katin5;an Nomor 5 Tahun
200t] Organisasi dan Tata F"erja Dinas Kerbupaten
Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan
Tahurn zotl Nomor 3); sebagaimana diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten lKatingan
Nomor 3 Tahun 20LL tentanE Organis;asi dan
Tata Kerja Dinas Kabupaten Katingan;
Perat,uran Daerah Kabupatern Katingan Nomor 6
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Badan Perenc;anaan pembangunan
Daerah dan Lembaga Tekniis Daerah Kerbupaten
Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten lKatingan
Tahrrn zOLl Nomor 4) sebagaimana diubah
denglan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan
Nomor 4 Tahun 2011 tentang perubahan atas
Perat,uran Daerah Kabupatenr Katingan Nomor 6
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspt:ktorat, Badan Perenc:anaan pembangunan
Daeriah dan Lembaga Teknris Daerah Kabupaten
Katingan;

PeraLuran Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Orga,nisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum
Daerah Kasongan (Lembaran Daerah Kabupaten
Katingan Tahun 2008 Nomor 7);
Pera[uran Daerah Nomor 8 Talrun 2008 tentang
Orgarnisasi dan Tata Kerja Kecamat,an dan
Kelurahan di Kabupaten Katingan (Lrembaran
Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor
B);

z',?_.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PIERATURT\N BUPATI KATINGAN T'ENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN RAPAT DI LINGI(UNGAN
P EMERIN] AH KABUPATEN KAT]INGAN.

BAB I
}ffiTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam lPeraturan Bupati ini, yang dimaksud dengeln :

1. Daerah adalarh Kabupalten Katingan.

2"j.

2,+



2. Pernerintahan Daer-ah adalah penyelenggaraan urusanpernerintalrarn oleh pemerintah daerah dan opRD menurut asii
otonomi dlal tugas pembantuan dengan pninsip otonomi seluas_luar;nya clalam sistem dan prinsip -Negara 

Kesatuan Republik
Indonesia sr:bagaimana dimaksud dalam tJndang-Undang bura,
Ne1;ara Repubik Indonesia Tahun 19453. Pennerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Katlupaten aCalah Kabupaten Katingan.

5. Bupati adalah Bupati K.atingan.

6. Sellretariat Eraerah selanjutnya disebut Setda, adalah Unsur Staf
Pennerintah [)aerah.

7. sekretaris Daerah seranjutnya disebut sekda, adalah
Sek:retaris Elaerah Kabupaten Katingan.

8. sekrretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah selanjutnyadisebut sekretariat DPRD, adarah unsur perayanan teinadap
DPRD.

9. Dinas Daerclr adalah unsur pelaksana otonomi daerah.
10. Lenrbaga T-el:nis Daerarh adalah unsur pendukung tugas kepala

daerrah.

11. Staf Ahli adalah Pejabat Struktural Eselon IIb yang dikoordinasikan
olelr sekretaris Daenah yang mempunyai tugas memberikan
telarahan sresrJai dengan bidanE tugasnya.

L2. satuan Kerrjil perang{<:at Daerah yang selaurjutnya disebut sKpD
adalah Sekretariat Daerah, sekretariat opRD, Dinas Daerah,
Lenrbaga llel<nis Daerah, satuan potisi pamong praja, Rurnah sakit
Umum Daerah, Kecamiltan / Kelurahan.

13. Raprat reknir; yang selanjutnya disebut Ratek adalah rapat yang
dilaksanak,an oleh SKPD dengan obyek pemhahasan bersiiat tetnis
sesuai dengan tugas p,okok dan fungsi.

L4. Rapat Koor,dinasi Teknis yang selanjutnlra disebut Rakortek
adarlah rapat koordinrasi sebagli tinda-klan.iut dari Ratek sKpD
untuk merumuskan llrebijakan teknis sKpD dan sebagai bahan
dalilm pelarksanaan Ralcortas.

15. Raprat Koorrlinasi rerbatas yang selanjutnya disebut Rakortas
adalah forunt komunilllasi interaktif antara pimpinan (Sekretaris
Daerah) derrgan para pimpinan sKpD untuk mengintegrasikan
parrdangan, pendapilt dan tindakan dalam -menitapkan
kebrUakan pr()gram dan kegiatan dalam rangka proses pemecahan
ma:salah srebagai bahern dalam pelaksanaan Flakorda.

16. Raprat Koordinasi Daerah yang selanjutrrrya disebut Rakorda
adarlah fcrrum komunikasi interaktif antana pimpinan (Bupati)
Sek:retaris Daerah dan para Pimpinan SKPD dan institusi terkait
lainnya dallarn membahas permasalahan strategis daerah
dalilm rangl<a mengintegrasikan pandangan, pendapat dan
tinclakan dalam menetapkan kebijakan pi,ogram dan kegiatan.proses penrecahan masalah, pengambililn keputusan serta
penyampaiian kebijakan dan instruksi pimpinan.

L7. Brifing adialerh peftemuan antara pimpinan dan staf dalam
rangka pembahasan permasalahan insidentil yang harus segera
ditangani s;e(:ara cepat, tepat dan efektif.

18. staf Meeting adalah peftemuan antara pimprinan sub unfit Keia I
Eserlon Tererrdah pada setiap sKpD dengan para :abitan
Furrgsional umum / pelaksana dalam -rangka 

pernbahasan
kebrijakan pimpinan dlan penyusunan rencana dan program kerja
Sub Unit klerja pada srotiap SKpD.



BAB II
RAPAT TEKNIS

Bagian pertama

Maksud, Tujuan dan Jenis;

Pasal 2

Maksucl pelaksanaan Ratek adalah untuk mernbahas permasalahanyang hersifat treknis sesiuai tugas pokok dan fu^gsi batuan KerjaPerangl<at Daerah serta .menyusun fcrrmulEsi pur"."nun
permasalahanny;r.

pasal 3

Tujuan pelaksarraan Raterk adarah untuk mensinergikan peraksanaanprograrn dan kr:giatan dengan tugas pokok dan fungsi s'atuan KerjaPerangl<at Dererah serttr penyiapan rekomendasi -bagi 
p"n*tupan

kebijakan Bupr61i.

Pasal 4

Jenis Riatek terdii-i dari Ratek Intern dan Ratek estern.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup dan Fungsii

Pasal 5

Ruang lingkup pembahasan Ratek disesuaikan dengan penetapan
tugas pokok cla, fungsi siatuan Kerja perangkat Daerah.

Pasal 6

Ratek rnempunyili fungsi :

1. p€|rumusan pelaksanaan kebijakan teknis operasional dalam
rangka p r:laksanaan tugas pokok dan fungsi satuan Kerja
Perrangkat [)aerah;

2. penyusunarl rumusarn bahan kebijakan yirng diperlukan dalam
pelnyelenggaraan,Rapat Koordinasi Teknis.

Bagian Ketiga
p,impinan,, peserta dan Waktu

Pasal 7

Pelaksanaan Raterk yang Lrersifat Ekstern dipimpiin oleh Kepala Satuan
Kerja Prerangkart Daerah sredangkan pelaksanaan Rapat reknis yang
bersifat Intern dipimpin olcrh Sekretaris / Kepala l3agian Tata usaha.

pasal 8

Peserta Ratek vang bersifat Ekstern adalah unsur satuan Kerja
Perangk,at Daererh yang toerkaitan dengan permasalahan yang akan
dibahas, sedangkan peseiLa Rapat reknil yang bersifat Intern -aoatatr
para Perjabat rstruktural, pejabat Fungsional dan pejabat Fungsional
Umum dli lingkungan Satuarn Kerja perangkat Daerah.



Pelaksanaan Ratr:k dilakserrnakan
tugas prokok clan fungsi lrliatuan
permasialahan yang dihadarpi.

Pasal 9

sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan
Kerja Perangkat, Daerah serta kondisi

BAB III
RAPAT KOORDINASI TEKN]IS

Bagian pertama

t4laksud dan Tujuan

Pasal lO

Maksud pelaksanaan Rarkortek adarah untu[,r mengkoordinasikan,
menampung, nnengidentifikasi dan rnenganalisa - permasalahan
penyelenggordarrl tugas umum pemerintahin, pembangunun 

- 

dankemasyarakatan, pela.yanern masyarakat dan pendayagun#" lumberdaya ap,aratur, yarng dilaksi:rnakan oleh satuarrn k"i:u eeiangkat
Daerah sefta perumusan pemecahan permasalahannya.

Pasal lt

Tujuan pelalcsernaan t(akortek adalah untuk memudahkan
implementasi ketrijakan rencana strategis daerah dalam p.otJii; aunkegiatan teknir; dari mas;ing-masing -satuan 

Kerja perangklt Daerahdan per.yiapanr p€flfusuflon rumusan rekomendisi bagi penetapan
kebijakan Bupati.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup dbn Fungsii

Pasal 12

lr.u.,g lingkup pembahasiln pelaksanaan Rakortek melipu[i rumusan
kebijakan teknris 

_ 
sesuai tlengan penetapan tugas poko'k dan fungsiSatuan Kery'a perangkat: Daerah dan perinasaiahan lerin yang

membutuhkan Jrernbahasarr antara Satuan Kerja perangkat Daerah.

Pasal 13

Fungsi pelaksanaan Rakortek adalah untuk mengintegrasikan dan
mensinkronisasikan hasil pelaksanaan Ratek pada s-atuan Kerja
Perangkat Daenlh dalarn rangka pelaksanaan dan implementasi
kebijakan ren{:arla stratr-'gis dierah serta s;ebagai bahan - untuk
pelaksanaan Rakc,ftas.

Bagian Ketiga
Pimpirnan, Peserta dan Walrtu

Pasal 14

Rakortel< dipimpilr oleh Aslsten di lingkungan Sekretariat Daerah sesuai
dengan pembiclangan tugas dan kewenangan untuk setiap Satuan Kerja
Perangkat Daerahr.



pasal 15

Peserta Rakortek adalah petra Kepata Satuan Kerjer perangkat Daerah daninstitusi terkair lainnya yang berkaitan dengLn permasalahan yang
ditangani.

Pasal t6

Rakortelk dilaksanakan pada setiap bulan pada minggu pertama.

BAB IV
RAPAT KOORDINASI TERBAIAS }

Bagian pertama

i4laksud dan Tujuan

Pasal 17

Maksud pelaksanaan Rerkoftas adalah untul,r mengkoordinasikan,
menampung, mengidentilikasi dan menganalisa permasalahan_
permasarlahan di biclang penyelenggaraan tugas umumpemerintahan, pembanEunan dan kemasyarakatan, pelayanan
masyarakat clan penda,lagunaan sumber daya aparatur sertE
penyusunan perulnusan pernecahan permasalahannya.

Pasal 18

Tujuan pelaksarn;ran Rakontas adalah
kebijakan pemerintah daerah dalam
pemerintahan, pembangun;rn dan
masyarerkat darn pendayagunaan
penyiapian bahetn rumusan rekomendasi

untuk memudahkan pelaksanaan
penyelenggetraan tugas umum

kemasyarafilatan, pelayanan
sumber claya aparatur serta
penetaparr kebijakan Br_lpati.

Bagian Kedua

Ruarrg Lingkup dan Fungs;i

Pasal 19

Ruang lingkup pemlbahasan Rakortas rneliputi hasilrumusan
pelaksanaan Rakornis yang meliputi rumusan l<ebijakan teknis dari
masing-masing satuan Kerja perangkat Daerah di bidang
penyelenggaraernt:ugas umum pemerintahan, pembangunan,
kemasyilrakatan, pelayanan masyarakat dan pqndayagunaan s-umber
daya ap,aratur.

Pasal 2O

Fungsi pelaksarraan Ral<ortas adalah untuk mensinergikan dan
mensinkronisasikiln hasil pelaksanaan Rakornis; dari setiap Kepala
satuan Kerja F'erangkat Daerah yang memiliki keterkaitan fungsi
untuk rnemudahlcan pelalcsanaan dan implementasi kebijakan eupiti
di bidan,g penyelenggaraan tugas umum pemerintahan,
pembangunan, kemasyarakatan, pelayananr masyarakat dan
pendayagunaan sumber daya aparatur.



Bagian Ketiga
Pimpinan, peserta dan Watrrtu

pasal 2I
Pelaksanaan Rark.ftas dipinrpin oreh Sekretaris Dar,:rah.

pasal 22
Peserta pelaks;arraan Rakortas adalah seluruh Kepala satuan KerjaPerangkat Daercrh dan institusi terkait rainnvi yang berkaitan denganperma*rlahan ys11g ditangerni. ' - ' -' ,l

Pasal 23

Rakortas dilaks,anakan setiap buran pada minggu keempat.

BAB V
RAPA'T KOORDINASI DAERAH

Bagian pertama

l,laksud dan Tujuan

Pasal 24

Maksud pelaksarnaran Rakorrla adalah untuk :

1' mengevaluatsi pelaksanaan kebijakan pemerrintah daerah datarnmenyelengg;arakan tugas umum pemerintahan, p".t,ung;un,
kemasyarakat;an, pr:rayanan masyarakat dan p'enoavag'*u",
sumber daya iaparatur;

2. menetapkan rumusan kebijakan terhadap rangkahr-rangkahpelaksanaan . kebijakian pemerintah daer,ah gesuai dengansituersi, krondisi, tinEkat perkembangan, tuntutan kebutuhan
dae.ah dan paradigma di bidang p"nyelenggaraan tugas umumpemerintahan, pemibangunan, kemasyanikatan, -pelayanan
mas'yarakat dan pendayagunaan sumber daya, aparatur;

3. menampun(J, mengiderntifikasi dan menganalisa permasalahan-perrnasalahan pemerintah daerah dalam penyelenggaraantugas
umumpemerintahan, 6rembangunan, kemasyarakatan]- pelayanan
masyarakat da.n pendayagunaan sumber daya aparatur serta
men;muskan solusi pernecahan masalahnya.

Pasal Zs

Tujuan pelaksarnaan Rakortia adalah untuk mempelroleh keterpaduan dankeserasian anterrer visi dan Misi dalam menyusun penetapan kebijakanpelaksanaan ;lenyelenggaraan tugas umum pemerintahan,pembangunan, kemasyarakatan, pLlayanan masyarakat danpendayagunaan sumber daya aparatur.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup dan Fungs;i

Pasal 26

Ruang llngkup permbahasan Rakorda rheliputi permasalahan pemerintah
daerah 'yang br-.rs;ifat strate:gis dibidang penyelenggaraan tugas umumpemerintahan, pembarrgunan, kemasyanikatan, pelayanan
masyarakat dan Frendayagunaan sumber daya aparatur.



Pasal 27

Fungsi prelaksanaan Rakordia adalah :

1. pelaksanaan sinkronisasi dan integrasi persepsi satuan Ke[a
Perarngkat Dtterah dan institusi terkait lainnya atas pelaksanaan
kebijakan permerintah daerah di bidang penyetenggaraan tugas
umum peme:rintahan, pembangunan, kemasyarakatan, petayanan
masyarakat clan pendayagunaan sumber daya aparatur;

2. pelaksanaan identifikasi dan inventar.isasi permasatahan-
perrnasalaharr dan kendala dalam pelaksanaarx program dan kegiatan
pemerintah daerah;

3. pemecahan I.erhadap kendara dan permasalahan yang dihadapi
dalam implernentasi program dan kegiatan pe,merintah daerah.

Bagian Ketiga
Pimpirnan, Peserta dan Wal,rtu

Pasal 28

Pelaksanaan Rarkorda dipimpin oleh Bupati.

Pasal 29

Pelaksanaan Fiakorda diikuti oleh seluruh pirnpinan satuan Kerja
Perangkat Daeralr dan ins;titusi terkait lainnya yang berkaitan dengan
permamlahan yang dibaha:s.

Pasal 3O

Rakorda dilakserntrkan paling lambat setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB VI BRIFING

Bagian Pertama
Mak"rsud, Tujuan dan Jenis

Pasal 31

Maksud pelakmnaan Brifingi adalah untuk :

1. menangani dan mr:lmecahkan permasalahan yang bersifat
insiclentil yang memerlukan penanganan secara cepat, tepat dan
efektif serta rnengklarifikasi kebijakan daerah terhadap penanganan
pernnasalahan yang ber:sifat insidentil dan strategis;

2. menyusun clan menEkoordinasikan rencana dan memberikan
kebijakan trerltadap staf' dalam menangani kenrJala dan perrnasalahan
SKPD sesuai dengan penetapan bidang turlas pokok dan fungsi
SKPID.

Pasal 32

(1) Untuk memurjahkan pr:rnanganan permasalahan daerah yag bersifat
insiclentil darr strategis; sefta penyampaian instruksi pimpinan
terhadap staf dalam menangani permasalahan daerah yag bersifat
insiclentil dan strategis;



(2)Untuk dijerdikan p€dpp'16p dan petunjuk terhadap staf dalam
rnelilksanalcan tugas pokok dan fungsi sKpD terhadap pernanganan
kenrjala dan permas;alahan sKpD dan s;ebagai 

'bahan 
falam

pelaksanaan l{atek Intetrn.

pasal 33

Jenis Brifing terdiri dari BritrIng Intern Bupati dan Brifing Intern s;KpD.

Bagian Kedua
Ruamg Lingkup dan Fungsi

pasal 34

(1) Ruang.lingkup peltaksanaan Brifing Intern Bupati adalahpermasalahern dae,rah yang bersifat insidentil di bidang
penyelenggEraan fuqtss umum pemerintiahan, pembangunan,
kernasyarilkatan, pe,ilayanan masyarakat dan pendayaglnaan
sumber derya aparatur.

(2) Ruiang lingkup pelak$anaan Brifing Intern sKpD adalah kendala
dan permasalahan sKpD sesuai dengan penetapan bidang tugas
pol<ok dan fungsi SKPD.

Pasal 35

(1) Fungsi prelarksanaan Brifing Intern Bupa[i adalah percepatan
penanganiln permasielahan daerah yang lbersifat insidentil dan
stnategis.

(2) Fungsi ;relaksanaan Brifing Intern $KpD adalalr untuk
mermformulasikan perdoman dan petunjuk bagi sKpD terhadap
penanganan kendala dan permasalahan sKpD sefta sebagai bahan
dalam pelak;anaan Rartek Intern.

Bagian Ketiga
Pimpinan, Peserta dan Wal<tu

Pasal 35

Pelaksanaan Briflng Inl.ern Bupati dipimpin oleh Bupati dan
pelaksanaan Brifing Intern SKPD dipimpin oleh Kerpala sKpD.

Pasal 37

Pelaksanaan Brifing .Intern Bupati diikuti oleh Pimpinan Satuan Kerja
Perangkat Daerah dan ins;titusi terkait lainnya lrang berkaitan dengan
permasalahan yang ditarrgani dan pelaksanaarr Brifing Intern- srpo
diikuti oleh Pimpinan sub Llnit Kery'a pada masing - masing sKpD.

Pasal 3a

Pelaksanaan Brifing Intern Bupati didasarrkan pada adanya
permasalahan daerah yang bersifat insidentil dan strategis sefta
pelaksanaan Elritiing Intern sKpD didasarkan adanya kendala dan
perrnasalahan SF.PD sesuai dengan penetapan bidang tugas pokok dan
fungsi SKPD.



BAB VII
STAF MEETING

Bagian pertama

l{aksud dan Tujuan

Pasal 39

Maksud pelaksanilan Staf trleeting adalah untuk :

(1) merndistriLrus;ikan dan menyampaikan petunjuk darr arahan
ses;uai dr:ngan kebijakan pimpinan terhadap penailganan
permasalahern serta rnemberikan analisa dan solusi sesuai dengan
penetapan bidang tugas pokok dan fungsi SKPD.

(2) mernyusun rencana dan program sesuai denEan penetapan bidang
tuglas pokok dan f'ungsi sefta melakukan pembahasan dan
penanganan permasal;lhan yang belum tertangani.

Pasal 4O

(1) pelaksanaan dan penanganan permasal;rhan
ketlijakan pimpinarn dan pemberian solusi
penetapanr bidang tug,rrs pokok dan fungsi.

(2) penyusuniln rencana dan program sesuai de:ngan
funrgsi dan pembahasern permasalahan yang trelum

sesuai dengan
sesuai dengan

tugas pokok dan
teftangani.

Bagian Kedua

Ruamg Lingkup dan Fungs;i

Pasal 41

Ruang tingkup pt:laksanaan Staf Meeting
pimpinan, penyusunan rencana dan
permaserlahan yarrg belum [ertangani.

adalah penanganan kebijakan
program dan perlbahasan

Pasal 42

Fungsi pelaksernaan staf Meeting adalah pemherian solusi terhadap
kebijakarn pimpirran, penyusunan rencana dan program sesuai dengan
tugas pokok darr fungsi sefta pembahasan pennasalahan yang beium
teftangani.

Bagian Ketiga
Pimpinan, Peserta dan Watr<tu

Pasal 43

Pelaksanaan Staf Meeting dipimpin oleh Pimpinan
Kerja/eselon telrerndah pacla masing- masing SKPD.

Sub Unit

Pasal 44

Pelaksanaan stal' Meeting diikuti oleh jabatan I'ungsional umum pada
Sub Unit Kerja / eselon terendah.



pasal 45

Pelaksanaan Sitaf MeetinE didasarkan pada kebijakan pimpinan dan
penyusunan rencana darr prdgram sesuai denEan penetapan bidang
tugas pokok darn Fungsi SKPD.

BAB VIII
KEBIJAI(AN PELAKSANAAN RAPAT

Bagian pertama

Umum

Pasal 46

Pelaksarnaan Ratek, Rerkornis, Rakortas, Ilqkorda dan Brifingmerupakan suatu rangkaian kegiatan yang bersifat koordinatif,
terpadu, terarah dan berkelanjutan dengan mekanisme dapat diikuti
dengan bentukian rapat - rapat yang bersifit teknis lainnya.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajian peserta

Pasal 47

Pesefta Ratek, R,akornis, Fi,akortas, Rakorda dan Brifing mempunyai hak
untuk ffi€fl)/drflp;rikan sararl, pendapat, usul dan pertimbangan teri-radap
perencanaan diln pelaksanaan Rapat.

Pasal 48

Peserta Rapert harus memenuhi ketentuan dan tata
pelaksarnaan Rlatek, Rakornis, Rakortas, Rakorda dan Brifing.

teftib

Bagian Ketiga
Sekretaris dan Notulis

Pasal 49

(1) Dalam pellal.:sanaan R.atek, Rakornis, Rakoftras, Rakorda dan Brifing
ditunjuk sekretaris darn notulis.

(2) sekretaris; Rakorda adalah sekretaris Daerah atau pejabat lain yang
ditunjuk olelr Bupati.

(3) sekretaris Rakotas adalah Asisten selcretaris Daenah yang
membidangi permas,alahan yang dibahas atau pejabat tain yang
ditunjuk.

(4) sekretarisr l{akornis adalah Kepala Bagian Hurnas atau pejabat
lain yang rlitunjuk ,oleh Asisten yang menrbidangi perrnasalahan
yang dibahas.



(5) sel<retaris t{atek adcrlah sekretaris / pejabat yang menangani
Ketatausalraan pada siatuan Kerja perangkat: Daerah yang ditunluk
oleh Pimpinan Satuan KerJa perangkat Daerah.

(6) Notulis unturk masing masing Rapat ter.maksud ditunrjuk oleh
Sekretaris Rapat yang bersangkutan.

(7) Penyelenggaraan Rat,ek dikoordinasikan oleh Sekretaris / Kepala
Ba<;ian Tata usaha / pejabat yang mempunyai fungsi
kesekretariatan pada setiap satuan Kerja Ferangkat baerah.

(8) Penyelenggaraan Rerkornis, Rakortas, Rakorda dan Brifing
dikoordinasil<an oleh Bagian Umum sekretarlat Daerah.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 50

Pembiay'aan pr:larksanaan Ratek, Rakornis, RErkortas, Rakorda dan
Brifing dibebanrkarn pada A,nggaran pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Hal- hal yang tlelum cukup diatur dalam peraturan Bupati ini,
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh
Bupati.

Pasal 52

Peraturern Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturern Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita oaerah
Kabupaten Katingan.

Ditetaprkan di Kasonqan
Pada tarnggal 3o A.'ei a-orr-

BUPATI KATINGAN,

DI,}WEL RAWING

Diundarrgkan di Kasongan
Pada tarrggal ?'t .t+ut 't'oy

f r.Cll TAI"EL LADJU,
iina Utama l4adya

{L9611O203198603 1 013
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